BAB II TINJAUAN PUSTAKA



Purwatiningsih dan Maudy Warrow dalam bukunya Anggaran Perencanaan dan Pengendalian Biaya  (2000;3) adalah :

“Anggaran adalah suatu proses mengembangkan tujuan perusahaan dan memilih kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang untuk mencapai tujuan”.
Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode tertentu untuk mempersiapkan suatu anggaran. 

2.1.2 Tujuan-tujuan anggaran

Anggaran merupakan suatu rencana estimasi-estimasi kegiatan yang mempunyai tujuan-tujuan dalam penyusunannya. Tujuan anggaran dalam buku Akuntansi Manajemen oleh Henry Simamora (2004;191) adalah:

1. Tujuan pokok, yaitu meramalkan transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian finansial dan nonfinansial di masa yang akan datang. 

2. Tujuan kedua, yaitu mengembangkan informasi yang akurat dan bermakna bagi penerima anggaran”.
Kedua tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tujuan pokok

Yaitu meramalkan transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian finansial dan nonfinansial di masa yang akan datang. Penganggaran mengindentifikasikan sasaran-sasaran finansial dan operasi tertentu yang menjadi tujuan-tujuan manajemen di masa yang akan datang. Sehingga pelaksanana dapat menjadikan anggaran sebagai acuan kerja.

2. Tujuan kedua

Yaitu mengembangkan informasi yang akurat dan bermakna bagi penerima anggaran. Untuk mencapai tujuan ini, anggaran harus menyajikan informasi dengan cara yang tertata rapi. Informasi yang terlalu berlimpah akan membuat anggaran menjadi tidak akurat dan membingungkan pengguna anggaran karena tidak memahami batas-batas yang ditetapkan anggaran tersebut.

2.1.3 Manfaat anggaran 

Adapun yang menjadi manfaat adanya anggaran menurut G.Adisaputro dan Marwan Asri dalam bukunya Anggaran Perusahaan (2003;49) adalah sebagai berikut:

1. Dalam Bidang Perencanaan.

a. Untuk membengun atau menunjang kebijaksanaan perusahaan.

b. Menentukan tujuan-tujuan perusahaan.

c. Membantu menstabilkan kesempatan kerja yang tersedia.

d. Pemakaian alat-alat fisik jadi lebih efektif.

2. Dalam Bidang Koordinasi.

a. Membantu mengkoordinasikan faktor Sumber Daya Manusia dengan Perusahaan.

b. Menghubungkan aktivitas perusahaan yang trend dalam dunia usaha.

c. Menentukan penggunaan modal pada bidang-bidang yang menguntungkan, dalam arti seimbang dengan program-program kerja.

d. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dalam organisasi.

3. Dalam bidang pengawasan dan pengendalian.

a. Untuk mengawasi atau mengendalikan kegiatan-kegiatan dan pengeluaran.

b. Untuk mencegah terjadinya pemborosan”.
Dari manfaat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa anggaran sangatlah penting untuk direncanakan dan dilaksanakan hal ini berhubungan dengan tercapai cepatnya tujuan perusahaan.
2.1.4 Anggaran Sektor Publik

Pengertian anggaran sektor publik menurut Mardiasmo dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik (2004;62) adalah:

“Anggaran publik adalah rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter”.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa ada dua hal yang harus ada pada suatu rencana dalam hal ini dalam anggaran publik yaitu adanya estimasi-estimasi: 

1. Perolehan pendapatan 

Pada bagian ini hendaknya anggaran yang baik dapat mecantumkan sumber dana yang dipakai. Karena sektor publik berbeda dengan sektor swasta dimana sumber dana sektor publik biasaya berasal dari sumber-sumber dana publik dan dana ini harus dikelola dengan baik dan penuh dengan transparansi.

2. Belanja.

Maksud dari belanja ini yaitu estimasi jumlah biaya-biaya yang akan dipakai. Dalam hal ini anggaran sebagai dasar perencanaan hendaknya mecantumkan akan dipakai apa sumber dana tersebut dengan pertimbangan dapat mendatangkan dampak positif bagi publik.

2.1.5 Pentingnya Anggaran Sektor Publik

Pentingnya anggaran sektor publik menurut Mardiasmo dalam buku Akuntansi Sektor Publik (2004;62) adalah:


“Anggaran sektor publik penting karena alasan, yaitu :

1. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial, ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan hidup masyarakat.

2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah adanya keterbatasan sumber daya (scarcity of resources), pilihan (choice), dan trade off.
3. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada”.

Dari uraian tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pada perusahaan publik anggaran sektor publik sangat penting selain sebagai alat kebijakan pemerintah anggaran tersebut juga penting bagi hubungan yang timbal balik antara publik dengan perusahaan publik sebagai pelaksana.

2.1.6 Fungsi Anggaran Sektor Publik

Fungsi anggaran sektor publik tentu saja berbeda dengan anggaran pada umumnya, hal ini dikarenakan sumber dana atau kegunaan dana tersebut harus memenuhi keinginan publik. Fungsi anggaran sektor publik dalam buku Akuntansi Sektor Publik oleh Mardiasmo (2004;63) adalah:

“ Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu :

1. Sebagai alat perencanaan

2. Alat pengendalian

3. Alat kebijakan fiskal

4. Alat politik

5. Alat kordinasi dan alat komunikasi

6. Alat penilaian kinerja

7. Alat Motivasi

8. Alat Menciptakan ruang publik” .

Delapan Fungsi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sebagai alat perencanaan

Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk :

a. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi perusahaan.

b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan perusahaan serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya.

c. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun.

d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

2. Alat pengendalian.

Anggaran digunakan untuk menghindari adanya pemakaian yang berlebih atau sumber yang kurang dan salah sasaran (misappropriation). Sehingga anggaran sangat perlu adanya pengendalian.

3. Alat kebijakan fiskal

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk menstabilkan ekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

4. Alat politik

Anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik.

5. Alat kordinasi dan alat komunikasi

Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang telah disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi.
6. Alat penilaian kinerja

Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

7. Alat Motivasi

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

8. Alat Menciptakan ruang publik

Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran sektor publik.

2.1.7 Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik

Jenis-jenis anggaran sektor publik menurut Mardiasmo dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik (2004;75) adalah:

“Anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Anggaran Tradisional.

2. Anggaran dengan pendekatan New Public Management”.

Anggaran sektor publik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Anggaran Tradisional
Anggaran tradisional merupakan anggaran yang terdapat dua ciri utama yaitu; incrementalism dan penggunaan line-item dalam penyusunannya. Yang dimaksud dengan increamentlism adalah hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yang mendalam. Sedangkan yang dimaksud dengan line–item merupakan metode yang tidak mungkin menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang telah ada dalam struktur anggaran, walaupun sebenarnya secara riil item tertentu sudah tidak relevan lagi ddigunakan pada periode sekarang.
2. Anggaran dengan pendekatan New Public Management
Merupakan anggaran yang berfokus pada kinerja organisasi, bukan pada kebijakan dari perusahaan. Sehingga anggaran yang dibuat merupakan anggaran yang penggunaannya sesuai dengan keadaaan perusahaan dan menunjang knerja dari perusahaan tersebut.
Anggaran ini dibagi menjadi :
a) Anggaran kinerja 
Merupkan anggaran dengan pendekatan kinerja menekankan konsep Value for Money dan pengawasan atas kinerja output. Dominasi pemerintah dapat diawasi dan dikendalikan melalui internal cost awareness, audit keuangan dan audit kinerja, serta enaluasi kinerja eksternal.
b) Zero Based Budgeting

Merupakan anggaran yang tidak berpatokan pada anggaran tahun lalu untuk menyusun anggaran tahun ini, penentuan anggaran didasarkan pada kebutuhan saat ini.

c) Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS)

Merupakan teknik penganggaran yang berorientasi pada output dan tujuan, penekanan utamanya adalah alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi.
2.1.8 Prinsip-Prinsip Anggaran Sektor Publik

Prinsip-prinsip anggaran sektor publik dalam buku Akuntansi Sektor Publik oleh Mardiasmo (2004;67) adalah:
1. Otorisasi oleh legislatif

2. Komprehensif

3. Keutuhan Aanggaran 

4. Nondiscretionary Apropriation
5. Periodik

6. Akurat

7. Jelas

8. Diketahui Publik”.

Prinsip-prinsip sektor publik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Otorisasi oleh legislatif

Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.

2. Komprehensif

Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran dari sumber dana yang akan dipakai. 

3. Keutuhan Anggaran 

Semua penerimaan dan belanja harus terhimpun dalam dana umum (general fund).

4. Nondiscretionary Apropriation
Jumlah yang disetujui harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

5. Periodik

Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan ataupun multi tahunan.

6. Akurat

Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran.

7. Jelas

Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami, dan tidak membingungkan.

8. Diketahui Publik

Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

2.2 Zero Based Budgeting
2.2.1  Definisi Zero Based Budgeting


Zero Based Budgeting merupakan salah satu jenis anggaran sector public, pada sub bab ini penulis akan menjelaskannya dengan terperinci.
Definisi Zero Based Budgeting menurut Henry Simamora dalam buku Akuntansi Manajemen (2004;197) adalah:

“Zero Based Budgeting merupakan anggaran yang semua jajaran manajemen bertolak dari nol dan menaksir kebutuhan-kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk aktivitas-aktivitas tahun anggaran”.

Definisi Zero Based Budgeting dalam situs web ensiklopedy of world,  (description zero based budgeting)  adalah:

“Zero Based Budgeting is a technique that sets all budgets to nil at the beginning of the year or period and requires from the departments that they justify all of their expenditures, not just those exceeding”.

Penjelasannya Zero Based Budgeting adalah suatu teknik yang menetapkan semua anggaran ke nol pada awal tahun atau periode dan memerlukan rincian dari setiap departemen yang akan membelanjakan sumber dana, dan diharapkan tidak melebihi dari yang telah dianggarakan.
Definisi Zero Based Budgeting menurut Rowan Jones dan Maurice Penddleburry dalam bukunya Public Sector Accounting (2000;88) adalah:
“Zero Based Budgeting in its pure form is precisely what its name implies, i.e. the preparation of operating budgets from a zero base, even though the organization might be operating more or less as in previous years, the budgetary process assumes that is starting anew”.

Penjelasannya, penganggaran atas dasar nol dalam format aslinya merupakan  rancangan  operasi anggaran berdasarkan nol, walaupun kegiatan yang dilakukan kurang lebih sama seperti tahun sebelumnya proses penganggarannya tetap dimulai dari awal kembali. 

Sedangkan definisi tentang Zero Based Budgeting lainnya didapat dari situs web Wikipedia Indonesia tentang Zero Based Budgeting adalah sebagai berikut:
“Zero Based Budgeting adalah sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan pada yang telah dilakukan dimasa lalu. Setiap kegiatan akan dievaluasi secara terpisah. Ini berarti berbagai program dikembangkan dalam visi pada tahun yang bersangkutan”.

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Zero Based Budgeting merupakan jenis anggaran sektor publik yang menetapkan semua anggaran dari nol, dimana pada saat itu anggaran disusun per kegiatan sehingga dalam penyusunannya tidak didasarkan pada yang telah dilakukan dimasa lalu yang akhirnya kegiatan evaluasi akan dilakukan secara terpisah sesuai dengan visi dan tujuan pada saat itu.

Konsep Zero Based Budgeting dimaksud untuk mengatasi kelemahan yang ada pada sistem anggaran tradisional. Penyusunan anggaran dengan menggunakan konsep Zero based budgeting dapat menghilangkan incrementalism dan  line-item karena anggaran diasumsikan mulai dari nol (zero based), penyusunan anggaran yang bersifat  incremental  mendasarkan besarnya realisasi anggaran untuk menetapkan anggaran tahun depan, yaitu dengan menyesuaikannya dengan tingkat inflasi atau jumlah penduduk. Zero Based Budgeting tidak berpatokan pada anggaran tahun lalu untuk menyusun anggaran tahun ini, namun penentuan anggaran didasarkan pada kebutuhan saat ini. Dengan Zero Based Budgeting  seolah-olah proses anggaran dimulai pada hal yang baru sama sekali. Item anggaran yang sudah tidak relevan tidak mendukung pencapaian tujuan organisasi dapat hilang dari struktur anggaran, atau mungkin juga muncul item baru.

2.2.2 Proses implementasi Zero Based Budgeting

Zero Based Budgeting, dalam perencanaannya terdapat implementasi-implementasi yang harus dilakukan sehingga anggaran yang diproses tersebut merupakan anggaran Zero Based Budgeting.
Proses implementasi Zero Based Budgeting menurut Rowan Jones dan Maurice Penddleburry dalam bukunya Public Sector Accounting (2000;90) adalah:

“In the context of these objectives, Zero based budgeting involves the following three basic stages:

1. Identification of decision units

2. Development of decision packages

3. Review and rangking of decision packages”.
Penjelasan dari ketiga implementasi tersebut :

1. Identifikasi unit-unit keputusan 

Struktur organisasi pada dasarnya terdiri dari pusat-pusat pertanggungjawaban (responbility center). Setiap pusat pertanggunjawaban merupakan unit pembuat keputusan (decision unit) yang salah satu fungsinya adalah untuk menyiapkan anggaran. Zero Based Budgeting merupakan sistem anggaran yang berbasis pusat pertanggungjawaban sebagai dasar perencanaan dan pengendalian anggaran. Suatu unit keputusan merupakan  kumpulan dari unit keputusan level yang lebih kecil. 

Setelah dilakukan identifikasi unit-unit keputusan secara tepat, tahap berikutnya adalah menyiapkan dokumen yang berisi unit-unit keputusan dan tindakan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dokumen tersebut disebut paket-paket keputusan (decision packages).

2. Penentuan paket-paket keputusan 

Paket keputusan merupakan gambaran komprehensif mengenai bagian dari aktivitas organisasi atau fungsi yang dapat dievaluasi secara individual. Paket keputusan dibuat oleh manajer pusat pertanggungjawaban dan harus menunjukkan secara detail estimasi biaya dan pendapatan yang dinyatakan dalam bentuk pencapain tugas dan perolehan manfaat. Secara teoritis, paket-paket keputusan dibuat untuk mengindentifikasi berbagai alternatif kegiatan untuk melaksanakan fungsi unit keputusan dan untuk menentukan perbedaan level usaha pada tiap-tiap alternatif. Terdapat dua jenis paket keputusan, yaitu:

a. Paket keputusan mutually –exclusive
Paket keputusan yang bersifat mutually-exclusive adalah paket-paket keputusan yang memiliki fungsi yang sama. Apabila dipilih salah satu paket kegiatan atau program maka konsekuensinya adalah menolak semua alternatif lain.

b. Paket keputusan incremental
Paket keputusan incremental merefleksikan tingkat usaha yang berbeda (dikaitkan dengan biaya) dalam melaksanakan aktivitas tertentu. Terdapat base package yang menunjukkan tingkat minimal suatu kegiatan, dan paket lain yang tingkat aktivitasnya lebih tinggi yang akan berpengaruh terhadap kenaikan level aktivitas dan juga akn berpengaruh terhadap biaya. Setiap paket memiliki biaya dan manfaat yang dapat ditabulasikan dengan jelas.

3 Meriview dan meranking paket keputusan

Jika paket keputusan telah disiapkan, tahap berikutnya adalah merangking semua paket berdasarkan manfaatnya terhadap organisasi. Tahap ini merupakan jembatan untuk menuju proses alokasi sumber daya diantara berbagai kegiatan yang beberapa diantaranya sudah ada dan lainnya baru sama sekali. Setelah selesai, paket keputusan dievaluasi apakah sudah layak atau tidak untuk dijadikan anggaran.
2.2.3 Keunggulan Zero based budgeting
Pada perusahaan publik di Indonesia ada yang telah mengimplementasikan Zero Based Budgeting pada kegaiatannya ada juga yang tidak menggunakannya, oleh karena itu perusahaan publik yang telah mengimplementasikannya mendapatkan keunggulan seperti yang dijelaskan menurut Mardiasmo dalam buku Akuntansi Sektor Publik (2004;86) antara lain:

“Keunggulan Zero Based Budgeting
1) Jika Zero Based Budgeting dilaksanakan dengan baik maka dapat menghasilkan alokasi sumber daya secara lebih efisien.

2) Zero Based Budgeting berfokus pada Value for Money.
3) Memudahkan untuk mengindentifikasi terjadinya inefisiensi dan ketidakefektivan biaya.

4) Meningkatkan pengetahuan dan motivasi staf dan manajer.

5) Meningkatkan pertisipasi manajemen level bawah dalam proses penyusunan anggaran.

6) Merupakan cara yang sistematik untuk mengeser status quo dan mendorong organisasi untuk selalu menguji alternatif aktivitas dan pola prilaku biaya serta tingkat pengeluaran”.

Sedangkan menurut situs web Ensiklopedy of World, (description of zero based budgeting)  adalah :
“Advantages of Zero Based Budgeting:

1. The budget process focuses on a comprehensive analysis of objectives and needs.

2. Planning and budgeting are combined into a single process.

3. Managers must evaluate the cost effectiveness of their operations in detail.

4. Management participation in planning and budgeting is expanded at all levels of the organization”.

Penjelasannya :

1. Anggaran memproses yang berfokus pada analisa menyeluruh sasaran hasil dan kebutuhan.

2. Perencanaan dan Penganggaran dikombinasikan ke dalam proses tunggal.

3. Para manajer harus mengevaluasi keefektifan biaya operasi mereka secara detil.

4. Keikutsertaan Manajemen dalam perencanaan dan penganggaran diperluas pada semua tingkat organisasi.

Keunggulan Zero Based Budgeting lainnya didapat dari situs web Wikipedia Indonesia tentang Zero Based Budgeting adalah sebagai berikut:

“Keunggulan Zero Based Budgeting:
1. Proses pembuatan paket keputusan dapat menjamin tersedianya informasi yang lebih bermanfaat bagi manajemen.

2. Dana dapat dialokasi dengan lebih efisien, karena terdapat beberapa alternatif keputusan dan alternatif pelaksanaan keputusan tersebut.

3. Setiap program dan kegiatan selalu ditinjau ulang.

4. Pengambil keputusan dapat memperoleh informasi mengenai kegiatan yang ada dalam kondisi ritis dan mendesak”.
2.2.4 Kelemahan Zero Based Budgeting
Pada perusahaan publik di Indonesia ada yang telah mengimplementasikan Zero Based Budgeting pada kegiatannya ada juga yang tidak menggunakannya, oleh karena itu perusahaan publik yang telah mengimplementasikannya mendapatkan kelemahan seperti yang dijelaskan menurut Mardiasmo dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik (2004;86) antara lain:

“Kelemahan Zero Based Budgeting: 

1) Prosesnya memakan waktu lama (time consuming), terlalu teoritis dan tidak praktis, membutuhkan biaya yang besar, serta menghasilkan kertas kerja yang menumpuk karena pembuatan paket keputusan.

2) Zero Based Budgeting menekankan manfaat jangka pendek.

3) Implementasi Zero Based Budgeting membutuhkan teknologi yang maju.

4) Masalah besar yang dihadapi Zero Based Budgeting adalah proses meranking dan meriview paket keputusan. Meriview ribuan paket keputusan merupakan pekerjaan yang melelahkan dan membosankan, sehingga dapat mempengaruhi keputusan.

5) Untuk melakukan perankingan paket keputusan dibutuhkan staf yang memiliki keahlian yang mungkin tidak dimiliki organisasi. Zero Based Budgeting berasumsi bahwa semua staf memiliki kemampuan untuk mengkalkulasi paket keputusan. Selain itu dalam perankingan muncul pertimbangan subyektif atau mungkin terdapat tekanan politik sehingga tidak obyektif lagi.

6) Memungkinkan timbulnya kesan yang keliru bahwa semua paket keputusan harus masuk dalam anggaran.

7) Implementasi Zero Based Budgeting menimbulkan masalah prilaku dalam organisasi”.

Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Zero Based Budgeting tidak terlalu besar kelemahannya jika perusahaan memang sudah siap dengan penggunaan Zero Based Budgeting ini. Karena kelemahan yang diuraikan tersebut hanya bersifat dari teknis kerjanya saja.

2.3 Pengukuran Kinerja Sektor Publik
2.3.1 Pengertian kinerja Dan Pengukuran Kinerja
Dalam mengukur kinerja perusahaa, hendaknya kita harus mengetahui yang dimaksud dengan kinerja sehingga nantinya dapat mengukur kinerja jika telah mengetahui pengertian dari kinrja itu sendiri.
Pengertian Kinerja menurut Surya Dharma dalam bukunya Manajemen Kinerja (2005;25) adalah :

“Kinerja adalah sebuah proses untuk menetapkan apa yang harus dicapai dan pendekatannya untuk mengelola pengembangan manusia melalui suatu cara yang dapat meningkatkan kemungkinan bahwa sasaran akan dapat tercapai dalam suatu jangka waktu tertentu”.

Pengukuran kinerja merupakan elemen penting sistem pengendalian manajemen pada dasarnya untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas manjemen. Efisiensi dan efektivitas erganisasi merupakan obsesi hampir semua pendekatan manajemen baik itu pendekatan ilmu manajemen klasik maupun pendekatan manajemen ilmiah.

Sistem pengukuran kinerja sektor publik  adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial.  Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagi alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan pemberian hadiah ataupun hukuman (reward and punishment system).

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud seperti yang dijelaskan menurut Mardiasmo dalam buku Akuntansi Sektor Publik (2004;121) antara lain:

“Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga    maksud:

1) Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah.

2) Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuat keputusan.

3) Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan”.

Penjelasan dari ketiga maksud tersebut :

1. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah.

Ukuran kinerja yang dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya  dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik 

2. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuat keputusan .

Ukuran kinerja sektor publik yang digunakan dapat mengalokasikan sumber daya sehingga hasilnya nanti akan menjadi dasar dalm pengambilan keputusan.

3. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Oleh pihak legislatif, ukuran kinerja digunakan untuk kelayakan biaya pelayanan (cost of service) yang dibebankan kepada masyarakat pengguna jasa publik. Masyarakat tentu tidak mau terus-menerus ditarik pungutan sementara pelayanan yang mereka terima tidak ada peningkatan kualitas dan kuantitasnya. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Masyarakat menhendaki pemerintah dapat memberikan banyak pelayanan dengan biaya yang murah (do more with less)

Kinerja sektor publik bersifat multidimensional, sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komprehensif. Berbeda dengan sektor swasta, karena sifat output yang dihasilkan sektor publik lebih banyak intangible output, maka ukuran finansial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja sektor publik. Oleh karena itu, perlu dikembangkan ukuran kinerja yang non-finansial.
2.3.2 Tujuan sistem pengukuran kinerja

Secara umum, tujuan sistem pengukuran kinerja ada empat tujuan seperti yang dijelaskan menurut Mardiasmo dalam buku Akuntansi Sektor Publik (2004;122) antara lain:

“Tujuan sistem pengukuran kinerja:

a. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (top down and bottom up).

b. Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.

c. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manjer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goal congruence.
d. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional”.

Dari uraian tujuan sistem pengukuran kinerja tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pada perusahaan publik alangkah baiknya jika sistem pengukuran kerja memang dirancang, hal ini akan membuat perusahaan publik dapat memenuhi tujuannya, baik tujuan untuk menguntungkan perusahan maupun tujuan untuk mensejahterakan publik.
2.3.2 Manfaat pengukuran kinerja

Perusahaan yang melakukan pengukuran kinerja yang baik akan mendapatkan manfaat seperti yang dijelaskan menurut Mardiasmo dalam buku Akuntansi Sektor Publik (2004;122) antara lain:

“Manfaat pengukuran kinerja:

a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.

b. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan .

c. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki knerja.

d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara obyektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.

e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.

f. Membantu mengindentifikasikan apakah kepuasan pelanggan telah terpenuhi.

g. Membantu memahami proses kegiatan intansi pemerintah. 

h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif”.

Dari uraian manfaat pengukuran kinerja dapat diambil kesimpulan bahwa perusahaan publik dapat merasakan manfaat yang banyak baik dari intern perusahaan maupun ekstern perusahaan yaitu dari publik dengan meningkatnya kepercayaan terhadap perusahaan publik tersebut. 
2.3.4 Informasi yang digunakan untuk pengukuran kineja

Informasi yang digunakan dalam pengukuran kinerja sektor publik beberapa, walaupun banyak secara umum informasi yang digunakan hanya digolongkan pada dua jenis seperti yang dijelaskan menurut Mardiasmo dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik (2004;122) antara lain:

“Informasi yang digunakan dalam pengukuran kinerja sektor publik:

1. Informasi finansial.

2. Informasi nonfinansial.”

Adapun penjelasan lebih lanjut :

1. Informasi finansial

Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varians (selisih dan perbedaan) antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan.

2. Informasi nonfinansial

Informasi nonfinasial dapat dijadikan sebagai tolok ukur lainnya, informasi nonfinansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen.

2.4 Pengukuran Value for Money

2.4.1 Pengertian Value for Money
Value for Money yang merupakan pengukuran kinerja yang digunakan perusahaan publik pengertian Value for Money menurut Mahmudi dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik  (2005;89) adalah:

“Value for Money merupakan konsep penting dalam organisasi sektor publik dimana Value for Money memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang”.

Pengertian Value for Money menurut Indra Bastian dalam buku Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia (2006;335) adalah:

“Value for Money merupakan konsep yang meliputi penilaian efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dalam pengukuran kinerjanya.”

Value for Money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Bahkan untuk beberapa hal perlu ditambahkan pengukuran distribusi dan cakupan layanan (equity and service coverage). Permasalahan yang sering dihadapi pemerintah dalam melakukan pengukuran kinerja adalah sulitnya mengukur output, karena output yang dihasilkan tidak selalu berupa output yang berwujud, akan tetapi lebih banyak berupa intangble output. 

Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dewasa ini adalah ekonomi, efisiensi,  efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawan mengenai pelaksanaan Value for Money, yaitu: ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi (berdaya guna), dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (maximizing benefits and minimizing costs), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

2.4.2 Pengembangan indikator Value for Money
Peranan indikator kinerja dalam menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Hal ini tidak berarti bahwa suatu indikator akan memberikan ukuran pencapaian program yang definitif. Indikator Value for Money dibagi menjadi dua bagian seperti yang dijelaskan menurut Mardiasmo dalam buku Akuntansi Sektor Publik (2004;131) antara lain:

“Indikator Value for Money :
1. Indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi)

2. Indikator kualitas pelayanan (efektivitas)”.

Indikator kinerja harus dapat dimanfaatkan oleh pihak internal maupun eksternal. Pihak internal dapat menggunakannya dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan serta efisiensi biaya. Dengan kata lain, indikator kinerja berperan untuk menunjukkan, memberikan indikasi atau memfokuskan perhatian pada bidang yang relevan dilakukan tindakan perbaikan.

Pihak eksternal dapat menggunakan indikator kinerja sebagi kontrol dan sekaligus sebagai informasi dalam rangka mengukur tingkat akuntabilitas publik. Pembuatan dan penggunaan indikator kinerja tersebut membantu setiap pelaku utama dalm proses pengeluaran publik. Indikator kinerja akan membantu para menajer publik unutuk memonitor pencapaian program dan mengindentifikasi masalah yang penting.

2.4.3 Karakteristik indikator Kinerja

Indikator Kinerja yang dikembangkan hendaknya memiliki karakteristik seperti yang dijelaskan menurut Mahmudi dalam buku Manajemen Kinerja Sektor Publik (2005;97) antara lain:

“Karakteristik indikator Kinerja :

1. Sederhana dan mudah dipahami.

2. Dapat diukur.

3. Dapat dikuantifikasikan, misalnya dalam bentuk rasio, persentase dan angka.
4. Dikaitkan dengan standar atau target kinerja.

5. berfokus pada customer service, kualitas, dan efisiensi.

6. Dikaji secara teratur”.

Adapun penjelasan lebih lanjut :

1. Sederhana dan mudah dipahami.

Yang menjadi indikator kinerja hendaknya sederhana hal ini dapat menyebabkan yang mengukur dan memberikan penilaian tidak terlalu bingung

2. Dapat diukur.

Indikator kinerja hendaknya dapat diukur bukan sesuatu yang abstrak.

3. Dapat dikuantifikasikan, misalnya dalam bentuk rasio, persentase dan angka.

4. Dikaitkan dengan standar atau target kinerja.

Hal ini sudah jelas bahwa indikator memang dikaitkan dengan target kinerja yang mana nantinya kan lebih mudah dalam pelaksanaannya.

5. berfokus pada customer service, kualitas, dan efisiensi.

6. Dikaji secara teratur.

Jika indikator tidak dikaji secara teratur tentu saja nantinya akan menjadi sia-sia tidak ada follow up nya.

2.4.4 Manfaat Indikator Kinerja.

Informasi mengenai kinerja sangat penting dalam rangka menciptakan good governance. Indikator kinerja tersebut diorientasikan sebagai pedoman bukan sebagai alat pengendalian. Indikator kinerja memiliki peran penting sebagai proses pembentukan organisasi pembelajar (learning organization). Jika organisasi terus-menerus belajar bagaimana memperbaiki kinerja, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mencapai target, maka indikator kinerja akan bersifat mendorong dan memotivasi dalam cara yang positif.
2.4.5 Tiga pokok bahasan indikator Value for Money
 Ada tiga pokok bahasan indikator Value for Money seperti yang dijelaskan menurut Mardiasmo dalam buku Akuntansi Sektor Publik (2004;131) antara lain:

“Tiga pokok bahasan indikator Value for Money
1. Ekonomi.

2. Efisiensi.

3. Efektivitas”.

Sedangkan tiga indikator menurut Indra Bastian dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia  (2006:335) adalah:

“Tiga pokok bahasan indikator Value for Money
1. Ekonomis.

2. Efisiensi.

3. Efektivitas”.

Ada perbedaan antara indikator yang dikemukakan Mardiasmo dengan Indra Bastian tetapi hal tersebut tidak menjadi masalah karena pada intinya arti dan maksud dari teori mereka adalah sama.

Adapun penjelasan lebih lanjut :

1. Ekonomi

Merupakan perbandingan antara nilai input dengan input itu sendiri, apakah sudah tepat guna. Pengertian ekonomi sering disebut penghematan yang mencakup pengelolaan secara cermat dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis jika dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Dengan demikian, pada hakekatnya ada pengertian yang serupa antara efisiensi dengan ekonomi, karena kedua-duanya terdapat penghapusan atau penurunan biaya-biaya (cost reduction). Terjadinya peningkatan biaya mestinya disertai peningkatan manfaat yang besar.

2. Efisiensi

Pengertian efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antar output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang seminimum mungkin.

3. Efektivitas

Pengertian efektivitas menggambarkan akibat dari dampak (outcome) dari output program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Hubungan dari ketiga indikator terhadap Value for Money dapat dijelaskan pada bagan berikut ini:

Gambar 2.1
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     Sumber mardiasmo(2004)
Adapun penjelasannya sebagai berikut :

Pengukuran Value for Money mempunyai tujuan sebagai dasar dan memiliki nilai input yang dinilai dengan Rupiah sebagai nilai awal. Nilai input tersebut merupakan bagian dari input kemudian dari input tersebut dilakukan  proses sehingga mengahasilkan output untuk hasil, dari proses kemudian dari proses tersebut tidak hanya output tetapi ada dampak (outcome) yang dihasilkan. Dampak tersebut dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif bagi publik sehingga tujuan dari suatu kegiatan dapat terlaksana.

Untuk mengukur ekonomi agar mengetahui hemat atau tidaknya suatu kegiatan adalah dengan membandingkan input dengan nilai input. Efisiensi suatu kegiatan dapat diukur dengan membandingkan output dengan input yang ada sehingga suatu kegiatan atau proyek tersebut dapat berdaya guna. Sedangkan efektivitas suatu kegiatan dapat diukur dengan membandingkan outcome (dampak) dengan output yang dihasilkan, sehingga dapat diketahui kegiatan tersebut telah berhasil guna atau tidak.

Indikator efisiensi dan efektivitas harus digunakan secara bersama-sama. Karena di satu pihak, mungkin pelaksanaannya sudah dilakukan secara ekonomis dan efisien akan tetapi output yang dihasilkan tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Sedang di pihak lain, sebuah program dapat dikatakan efektif dalam mencapai tujuan, tetapi mungkin dapat dicapai dengan cara yang tidak ekonomis dan efisien. Jika suatu program efektif dan efisien maka program tersebut dapat dikatakan cost-effectiveness. Indikator efektivitas biaya merupakan kombinasi informasi efisiensi dan efektivitas dan memberikan ukuran kinerja bottom line yang dalam sektor publik dengan pelayanan masyarakat.

2.4.6  Langkah-langkah pengukuran Value for Money
Langkah-langkah pengukuran Value for Money seperti yang dijelaskan menurut Mardiasmo dalam buku Akuntansi Sektor Publik (2004;131) antara lain:

“Empat langkah pengukuran Value for Money:
1. Pengukuran Ekonomi.

2. Pengukuran Efisiensi.

3. Pengukuran Efektivitas

4. Pengukuran–pengukuran yang mendukung pengukuran Value for Money”.

Penjelasan lebih lanjut, sebagai berikut :

1. Pengukuran Ekonomi

Pengukuran efektivitas hanya memperhatikan keluaran yang didapat, sedangkan pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Ekonomi merupakan ukuran relatif.

2. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi merupakan hal penting dari ketiga pokok bahasan Value for Money. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibandingkan input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.

Dalam pengukuran kinerja Value for Money, efisiensi dibagi menjadi dua, yaitu:

· Efisiensi alokasi, yang merupakan alokasi yang terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya input pada tingkat kapasitas optimal.

· Efisiensi teknis (manajerial), merupakan yang terkait dengan kemampuan mendayagunaka sumber daya input pada tingkat output tertentu.

3. Pengukuran efektivitas

Efektivitas merupakan pengukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mmencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarka untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau tiga kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan atau proyek telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4. Pengukuran–pengukuran yang mendukung pengukuran Value for Money. 

a. Outcome

Outcome adalah dampak suatu program atau proyek terhadap masyarakat. Outcome lebih tinggi nilainya daripada output, karena output hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan outcome mengukur kualitas output dan dampak yang dihsilkan. Pengujkuran outcome memiliki dua peran, yaitu:

·     Peran retrospektif, terkait dengan penilaian kinerja masa lalu, analisis retrospektif menberikan bukti terhadap realisasi yang baik (good management). Bukti tersebut dapat menjadi dasar untuk menetapkan terget di masa yang akan datang dan mendorong untuk menggunakan praktik yang terbaik. Atau dapat juga digunakan untuk membantu pembuat keputusan dalm menentukan program atau proyek yang perlu dilaksanakan dan metode terbaik mana yang perlu digunakan untuk melaksanakan program tersebut.

·     Peran prospektif, terkait dengan perencanaan kinerja di masa yang akan datang. Sebagai peran prospektif, pengukuran outcome digunakan untuk mengarahkan keputusan alokasi sumber daya publik.

b. Sasaran Antara (throughput)

Terkadang jika tidak tersedianya data output  yang lengkap maka pengukuran Value for Money tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu perusahaan sektor pulik menggunakan sasaran antara (throughput). Banyak ukuran yang dianggap menunjukkan output pada kenyataannya adalah throughput, sebagai contoh volume aktivitas. Jumlah operasi yang dilakukan di rumah sakit padahal yang menjadi output seharusnya memperbaiki kesehatan masyarakat.

Gambar 2.2 
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Sumber mardiasmo(2004)

Adapun penjelasannya sebagai berikut :

Value for Money merupakan pengukuran kinerja yang tidak hanya mengukur output tetapi juga mengukur outcome atau dampak yang dihasilkan. Pada bagan diatas yang pertama dilakukan yaitu mengukur ekonomi dengan membandingkan input dengan nilai input. Kemudian dilanjutkan dengan membandingkan elemen-elemen yang terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat kapasitas optimal yang disebut dengan efisiensi alokasi. Kemudian mengukur elemen-elemen yang terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat output tertentu yang disebut dengan efisiensi manajerial. Selanjutnya membandingkan output dengan outcome dimana hal ini disebut dengan efektivitas. Dalam hal ini publik mengharapkan dampak yang ditimbulkan berupa dampak positif sehingga dalam distribusi manfaatnya keadilan (equity) dan pemerataan (equality) dapat tercapai.

2.5 Peranan Penggunaan Zero Based Budgeting Dalam Pengukuran Value for Money

Sementara teori pendukung peranan penggunaan anggaran publik Zero Bsed Budgeting dalam pengukuran Value for Money menurut  Mardiasmo dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik (2004:123) adalah ;

“Untuk pengukuran kinerja perusahaan digunakan informasi finansial yang diukur berdasarkan anggaran yang telah dibuat. Zero Based Budgetting (ZBB) merupakan alat bantu pengukuran kinerja yang berfokus pada Value for Money”.

Penjelasannya,  sebagai anggaran, Zero Based Budgeting mempunyai peranan sebagai informasi untuk mengukur kinerja. Selain itu Zero Based Budgeting berfokus pada Value for Money.
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